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Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul “ASAS
AKUNTABILITAS DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo)” adalah benar-benar
karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya dalam tesis ini diberi tandacitasi
dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.
Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tersebut diatas tidak
benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan





“Pelajarilah olehmu akan ilmu, sebab mempelajari ilmu akan memberikan rasa
takut kepada Allah SWT. Menuntutnya merupakan ibadah, mengulang-ulangnya
merupakan tasbih, membahasnya merupakan jihad, mengajarkannya kepada
orang-orang yang dalam mengetahui merupakan sedekah dan menyerahkannya
kepada ahlinya merupakan pendekatan kepada Allah SWT.
(H.R. Ibnu Abdul)
“Learn from yesterday, live for today, and hope for tomorrow”
(Albert Einsten)
“Build your dream, or someone else will hire you to buid theirs”
(Farrah Gray)
“Hidup itu harus punya mimpi. Mimpi itu harus diperjuangkan. Perjuanagan
berawal dari tekad, kerja keras, dan percaya diri meraih mimpi dalam menjalani
hidup”.
Bukanlah hidup kalau tidak ada masalah, bukanlah sukses kalau tidak melalui
rintangan, bukanlah menang kalu tidak dengan pertarungan, bukanlah lulus
kalau tidak ada ujian, dan bukanlah berhasil kalau tidak berusaha.
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xABSTRAK
AULIYAA MARTATI. NIM. S.351602015. ASAS AKUNTABILITAS
DALAM PENDAFTARAN TANAH PERTAMA KALI (Studi di Kantor
Pertanahan Kabupaten Sukoharjo). 2017. Program Kenotariatan Fakultas
Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis asas
akuntabilitas dalam pendaftaran tanah pertama kali secara sistematik pada
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya di Kantor Pertanahan
Kabupaten Sukoharjo terhadap objek tanah yang belum terdaftar.
Metode penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat peskriptif
dengan pendekatan Undang-Undang (statue approach). Untuk mengetahui kinerja
dari pelaksanaan pendaftaran tanah ini dengan menggunakan indikator pelayanan
publik berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang salah satunya
adalah asas akuntabilitas.
Hasil dari penelitian ini adalah untuk mengetahui asas akuntabilitas dalam
pelaksanaan pendaftaran tanah pertama kali serta tanggung jawab pemerintah
dalam menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-
undangan dengan mengedapankan kepentingan rakyat dan menjamin adanya
kepastian hukum yaitu dengan adanya penerbitan sertifikat hak atas tanah. Hal ini
berimplikasi pada apabila dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan peraturan
perundang-undangan maka dapat menyebabkan tidak terpenuhinya target dalam
penerbitan sertipikat yang akan diberikan kepada masyarakat serta tidak
tercapainya kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah ynag belum terdaftar
hak atas tanahnya.
Sebaiknya pelaksana birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya
memiliki target jangka waktu yang hedak dicapai agar dapat dengan jelas hasil
akhir yang hendak dicapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan serta
memuat sanksi dalam pelaksaan ini dengan maksud agar ada rasa tanggung jwab
dari para pelaksana.




AULIYAA MARTATI. NIM. S.351602015. PRINCIPAL ACCOUNTABILITY
IN REGISTRATION OF LAND FIRST TIMES (Study at Land Office of
Sukoharjo Regency). 2017. Notary Program Faculty of Law University of
Sebelas Maret Surakarta
This paper aims to know and analyze the principle of accountability in the
first systematic land registration on legislation and its implementation in the Land
Office of Sukoharjo Regency against the object of land that has not been
registered.
The research method used is normative which is peskriptif with approach
of Act (statue approach). To know the performance of the implementation of this
land registration by using indicators of public service based on general principles
of good governance, one of which is the principle of accountability.
The result of this research is to know the principle of accountability in the
implementation of the first land registration as well as the responsibility of the
government in carrying out its duties and functions based on the legislation by
considering the interests of the people and ensuring the legal certainty that is with
the issuance of certificate of land rights. This implies that if the implementation is
not in accordance with the laws and regulations, it may result in the non-
fulfillment of targets in the issuance of certificates to be given to the public and
the lack of legal certainty for holders of land rights that have not yet registered
their land rights.
It is better for bureaucracy implementers in carrying out their duties and
functions to have a target period of time which is not reached in order to clearly
define the final result to be achieved within the specified time period and to
impose sanctions in this implementation in order to have a sense of responsibility
from the executors.
Keywords: Mass Certification; Complete Systematic Land Registry; Principle of
Accountability
